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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji fenomena diskrepansi antara klaim iklan (overclaim) dan kinerja produk 

dalam perspektif perlindungan konsumen di era ekonomi digital. Latar belakang penelitian didasarkan 

pada meningkatnya praktik pemasaran yang agresif yang berpotensi menyesatkan konsumen serta 

menciptakan kesenjangan antara ekspektasi dan realitas produk. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dampak overclaim terhadap perilaku konsumen serta mengkaji peran Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam memperkuat pengawasan pasar. Metode yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan analisis tematik terhadap 

berbagai publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overclaim 

dan misleading advertising berdampak pada kerugian ekonomi, penurunan kepercayaan konsumen, 

serta distorsi pasar akibat asimetri informasi. Selain itu, pengawasan yang belum optimal menjadi 

faktor utama maraknya praktik tersebut. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan peran 

BPKN dan kapasitas kelembagaan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan 

konsumen. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya inovasi sistem pengawasan berbasis teknologi, 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna 

menciptakan sistem perlindungan konsumen yang adaptif dan responsif. 

 

Kata Kunci: asimetri informasi; misleading advertising; overclaim; perlindungan konsumen; 

pengawasan pasar 

 

ABSTRACT 
 

This study examines the discrepancy between advertising claims (overclaim) and product 

performance from a consumer protection perspective in the digital economy era. The background of 

this research lies in the increasing use of aggressive marketing practices that potentially mislead 

consumers and create a gap between expectations and actual product performance. This study aims to 

analyze the impact of overclaim on consumer behavior and to examine the role of the National 

Consumer Protection Agency/Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) in strengthening 

market supervision. The research employs a qualitative approach using a literature review method 

with thematic analysis of various academic publications and policy documents. The findings reveal 

that overclaim and misleading advertising lead to economic losses, declining consumer trust, and 

market distortion due to information asymmetry. In addition, weak supervision remains a key factor 

contributing to the persistence of such practices. The study concludes that strengthening the role of 

BPKN and institutional capacity is crucial to enhancing consumer protection effectiveness. The 

implications highlight the need for technology-based supervision systems, improved human resource 

competencies, and stronger inter-agency coordination to develop an adaptive and responsive 

consumer protection system. 
 

Keywords: consumer protection; information asymmetry; market supervision; misleading advertising; 

overclaim 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Perlindungan konsumen dalam ekonomi 

modern semakin menghadapi tantangan 

kompleks seiring dengan berkembangnya 

praktik pemasaran yang agresif dan berbasis 

digital (Eliyani, 2025). Iklan tidak lagi sekadar 
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sarana informasi, tetapi telah menjadi 

instrumen strategis yang membentuk persepsi 

dan keputusan konsumen (Hifzullah, 2025). 

Dalam banyak kasus, praktik pemasaran justru 

menghadirkan klaim yang berlebihan 

(overclaim) atau bahkan menyesatkan 

(misleading) (Rahmawati & Permana, 2025; 

Fath, 2024), sehingga menciptakan 

kesenjangan antara ekspektasi dan realitas 

produk. Fenomena ini menjadi problem serius 

karena dalam teori ekonomi informasi, 

ketidakseimbangan informasi (information 

asymmetry) antara pelaku usaha dan konsumen 

dapat menyebabkan distorsi pasar dan 

merugikan konsumen secara sistemik 

(Budiutomo, 2023).  

Praktik overclaim dalam iklan merupakan 

bagian dari fenomena misleading advertising 

yang semakin meningkat dalam persaingan 

pasar (Suarly, 2025). Penelitian menunjukkan 

bahwa iklan yang menyesatkan cenderung 

memberikan informasi yang terlalu positif dan 

tidak proporsional dibandingkan kondisi nyata 

produk, sehingga menimbulkan pengalaman 

negatif bagi konsumen setelah penggunaan 

produk (Pranda, 2022; Perwira & Winanti, 

2021). Selain itu, dalam konteks etika bisnis, 

praktik tersebut melanggar prinsip kejujuran 

dan itikad baik dalam transaksi, karena sengaja 

menciptakan persepsi yang tidak sesuai 

dengan kenyataan produk (Kailani et al., 

2025). Dengan demikian, overclaim tidak 

hanya menjadi isu pemasaran, tetapi juga 

persoalan hukum dan tata kelola pasar. 

Fenomena overclaim sangat nyata dalam 

berbagai sektor, terutama industri makanan, 

kosmetik, obat-obatan, dan suplemen 

Kesehatan (Wirani, 2025). Studi menunjukkan 

bahwa praktik overclaim sering terjadi dalam 

bentuk klaim kandungan bahan aktif yang 

tidak sesuai, manfaat produk yang dilebih-

lebihkan, atau penggunaan istilah ilmiah yang 

tidak didukung bukti empiris (Prameswari et 

al., 2025; Zia et al, 2025). Bahkan, penelitian 

lain menemukan bahwa beberapa kasus, 

perusahaan kosmetik secara sadar melakukan 

klaim yang berlebihan (overclaim), 

menyembunyikan informasi mengenai 

komposisi produk, atau melakukan praktik 

repackaging yang tidak transparan, yang pada 

akhirnya berdampak terhadap keamanan dan 

kesehatan konsumen. (Rahayu et al., 2025). 

Contoh konkret dapat dilihat pada produk 

skincare yang mengklaim “memutihkan dalam 

waktu singkat” atau “menghilangkan jerawat 

secara permanen,” tanpa dasar (Nuraini, 2025). 

Dampak dari praktik overclaim tidak 

hanya terbatas pada kerugian ekonomi 

konsumen, tetapi juga dapat menurunkan 

kepercayaan publik terhadap pasar secara 

keseluruhan (Rahelia & Sawitri, 2025). 

Penelitian menunjukkan bahwa praktik 

overclaim berpengaruh negatif terhadap 

kepercayaan konsumen (Rahmawati & 

Permana, 2025; Humune, 2025). Selain itu, 

dalam konteks yang lebih luas, Misleading 

advertising tidak hanya merugikan konsumen, 

tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam 

persaingan usaha karena pelaku usaha yang 

menggunakan praktik tidak etis dapat 

memperoleh keuntungan pasar secara tidak 

wajar dibandingkan pelaku usaha yang jujur 

(Baumann, 2020; Velentzas et al., 2012; 

Gupta, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa 

overclaim bukan hanya masalah individu 

konsumen, tetapi juga berimplikasi pada 

efisiensi dan keadilan sistem ekonomi. 

Dalam konteks Indonesia, perlindungan 

terhadap konsumen dari praktik overclaim 

sebenarnya telah diatur dalam berbagai 

regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Fernanda, 2025). Namun, implementasi 

regulasi tersebut masih menghadapi berbagai 

tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan 

penegakan hukum. Studi menunjukkan bahwa 

lemahnya pengawasan dan keterbatasan 

kapasitas lembaga pengawas menjadi salah 

satu faktor utama yang menyebabkan praktik 

overclaim masih marak terjadi (Marlina et al., 

2025; Kamaruddin & Hakim, 2025). Selain 

itu, perkembangan digital marketing dan 
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media sosial juga memperluas ruang terjadinya 

overclaim yang sulit dikontrol oleh mekanisme 

pengawasan konvensional. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis fenomena 

kesenjangan antara klaim iklan dan kinerja 

produk dalam perspektif perlindungan 

konsumen, dengan fokus pada aspek peran 

pengawasan Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN). Kajian ini juga bertujuan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya overclaim serta 

implikasinya terhadap efektivitas sistem 

perlindungan konsumen. Dengan pendekatan 

ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman 

yang lebih komprehensif mengenai hubungan 

antara praktik pemasaran, perilaku pelaku 

usaha, dan perlindungan konsumen dalam 

konteks ekonomi modern. 

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini 

terletak pada integrasi perspektif pemasaran, 

hukum, dan peran BPKN dalam menganalisis 

fenomena overclaim. Sebagian besar 

penelitian sebelumnya hanya berfokus pada 

aspek hukum atau perilaku konsumen secara 

parsial, tanpa mengaitkannya dengan kapasitas 

kelembagaan dan peran pengawas BPKN. 

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang 

lebih komprehensif dengan menempatkan 

penguatan pengawasan BPKN sebagai variabel 

kunci dalam menjembatani kesenjangan antara 

regulasi dan implementasi di lapangan. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi teoritis dalam 

pengembangan literatur perlindungan 

konsumen serta kontribusi praktis dalam 

perumusan kebijakan pengawasan pasar yang 

lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap 

dinamika ekonomi digital.  

2. LANDASAN TEORI  

Overclaim adalah tindakan pelaku usaha 

yang menyampaikan informasi yang tidak 

sesuai dengan kondisi atau kandungan 

sebenarnya dari suatu produk (Fernanda, 

2025). Konsep overclaim merupakan bagian 

dari misleading advertising yang 

menggambarkan penyampaian informasi 

produk secara berlebihan dan tidak 

proporsional terhadap kondisi nyata. Dalam 

perspektif teori ekonomi informasi, fenomena 

ini berkaitan erat dengan Information 

Asymmetry, di mana pelaku usaha memiliki 

informasi lebih dibandingkan konsumen 

sehingga berpotensi menimbulkan distorsi 

pasar (Budiutomo, 2023; Gupta, 2023). 

Penelitian Stimulus-Organism-Response 

Model menunjukkan bahwa misleading 

advertising memengaruhi persepsi dan respons 

psikologis konsumen, yang berdampak pada 

keputusan pembelian (Bothma & van Staden, 

2025). Selain itu, praktik ini juga melanggar 

prinsip etika bisnis dan menciptakan 

ketidakefisienan pasar (Polonsky et al., 1998) 

Berbagai studi empiris menunjukkan 

bahwa misleading advertising dan overclaim 

berdampak signifikan terhadap perilaku 

konsumen. Penelitian Ahmed dan Othman 

(2024) menemukan bahwa iklan menyesatkan 

memicu keputusan pembelian yang tidak 

rasional dan kerugian ekonomi. Nuseir (2018) 

menegaskan bahwa klaim yang tidak sesuai 

realitas menurunkan kepercayaan dan loyalitas 

konsumen. Gupta (2023) menunjukkan bahwa 

deceptive advertising memperparah asimetri 

informasi dan merugikan persaingan usaha. 

Selain itu, Bothma dan van Staden (2025) 

menemukan bahwa persepsi terhadap iklan 

menyesatkan memicu respons psikologis 

negatif seperti ketidakpuasan dan distrust, 

yang berdampak pada perubahan perilaku 

konsumen serta menurunkan kepercayaan 

terhadap merek. 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi literatur 

(literature review) untuk menganalisis 

fenomena kesenjangan antara klaim iklan 

(overclaim) dan kinerja produk (under 

delivery) dalam perspektif perlindungan 

konsumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena 

mampu memberikan pemahaman yang 
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mendalam terhadap fenomena sosial, 

kebijakan, serta dinamika pasar yang 

kompleks dan kontekstual (Creswell & 

Creswell, 2018). Metode studi literatur 

digunakan untuk mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan mensintesis berbagai 

temuan penelitian terdahulu yang relevan 

dengan topik perlindungan konsumen, 

misleading advertising, serta kompetensi 

sumber daya manusia dalam pengawasan 

pasar. Pendekatan ini juga memungkinkan 

peneliti membangun kerangka konseptual yang 

komprehensif berdasarkan bukti ilmiah yang 

telah teruji (Snyder, 2019). Selain itu, 

systematic literature review dianggap sebagai 

metode yang efektif dalam penelitian 

kebijakan publik karena mampu menghasilkan 

sintesis pengetahuan yang terstruktur dan 

berbasis bukti (Booth et al., 2016; Denyer & 

Tranfield, 2009). 

Proses pengumpulan data dilakukan 

melalui penelusuran sistematis pada berbagai 

basis data ilmiah seperti Google Scholar, 

Scopus, Web of Science, dan portal jurnal 

nasional terakreditasi. Kriteria inklusi literatur 

meliputi relevansi dengan topik penelitian, 

kualitas publikasi (jurnal bereputasi atau buku 

akademik), serta ketersediaan DOI atau tautan 

resmi. Literatur yang digunakan mencakup 

artikel jurnal internasional, jurnal nasional 

terindeks, laporan organisasi, serta dokumen 

kebijakan terkait perlindungan konsumen. 

Analisis data dilakukan menggunakan 

pendekatan analisis tematik dengan 

mengelompokkan konsep-konsep utama 

seperti overclaim, asimetri informasi, dan 

kapasitas kelembagaan. Teknik ini 

memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, 

hubungan konseptual, serta kesenjangan 

penelitian yang ada dalam literatur (Braun & 

Clarke, 2006). Dengan demikian, metode ini 

memberikan landasan analisis yang sistematis 

untuk memahami fenomena overclaim dalam 

iklan serta implikasinya terhadap efektivitas 

perlindungan konsumen di era ekonomi 

digital. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diskrepansi antara Klaim Iklan dan 

Kinerja Produk dalam Perspektif 

Perlindungan Konsumen 

Penelitian menunjukkan bahwa 

misleading advertising memiliki pengaruh 

signifikan terhadap perilaku konsumen, 

terutama dalam membentuk persepsi kualitas 

dan keputusan pembelian (Ahmed & Othman, 

2024). Singh et al. (2018) menemukan bahwa 

iklan yang menyesatkan cenderung 

meningkatkan ekspektasi konsumen secara 

tidak realistis, sehingga berpotensi 

menimbulkan ketidakpuasan pasca konsumsi 

(Humune, 2025; Amrani, 2016). Hal ini 

diperkuat oleh studi Faerber dan Kreling 

(2014) yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar klaim dalam iklan produk kesehatan 

tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat 

Mahdania & Ambarwati, 2025; Rahmawati & 

Rahmana, 2025). Dalam konteks ini, 

konsumen menjadi pihak yang paling 

dirugikan karena tidak memiliki kapasitas 

untuk memverifikasi kebenaran klaim yang 

disampaikan dalam iklan. 

Fenomena overclaim juga banyak 

ditemukan dalam sektor produk kosmetik 

Rahelia & Sawitri, 2025; Rahmawati & 

Permana, 2025; Kamaruddin & Hakim, 2025), 

kesehatan (Wirani, 2025; Supu, 2025), dan 

minuman (Ahmad et al., 2025). Misalnya, 

klaim produk skincare yang menjanjikan hasil 

instan seperti “memutihkan dalam waktu 

singkat”, “cepat menghilangkan jerawat”, atau 

“Sugar Free” sering kali tidak didukung oleh 

bukti-bukti ilmiah. Prameswari et al., (2025); 

Zia et al., (2025) menunjukkan bahwa praktik 

overclaim dalam produk kosmetik merupakan 

bentuk pelanggaran terhadap prinsip 

perlindungan konsumen karena mengandung 

informasi yang menyesatkan.  

Selain itu, dalam sektor layanan digital, 

banyak platform yang menjanjikan kualitas 

layanan tertentu namun tidak mampu 

memenuhi standar tersebut dalam praktiknya. 
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Kondisi ini menunjukkan bahwa overclaim 

tidak hanya terjadi pada produk fisik, tetapi 

juga pada layanan berbasis teknologi. Dalam 

ekosistem digital, banyak platform dan pelaku 

usaha menawarkan klaim kualitas layanan 

yang tinggi, namun tidak selalu diikuti dengan 

realisasi yang sebanding dalam praktiknya. 

Kondisi ini menunjukkan adanya asimetri 

informasi dan praktik deceptive advertising 

yang memungkinkan pelaku usaha 

memperoleh keuntungan tanpa peningkatan 

kualitas yang nyata, sehingga menciptakan 

distorsi pasar dan menurunkan kepercayaan 

konsumen (Gupta, 2023; Rizal & Rusli, 2025). 

Diskrepansi antara klaim dan realitas 

produk memiliki dampak multidimensional, 

baik secara ekonomi, sosial, maupun 

psikologis. Secara ekonomi, kondisi ini dapat 

menyebabkan kerugian finansial dan distorsi 

keputusan pembelian konsumen. Secara 

psikologis, konsumen cenderung mengalami 

ketidakpuasan, kekecewaan, serta penurunan 

kepercayaan terhadap merek. Sementara itu, 

secara sosial, fenomena ini dapat memicu 

penyebaran word-of-mouth negatif dan 

menurunkan kepercayaan publik terhadap 

industri secara keseluruhan (Ahmed & 

Othman, 2024; Bothma & van Staden, 2025; 

Nuseir, 2018; Polonsky et al., 1998). 

Dalam konteks regulasi, Indonesia telah 

memiliki kerangka hukum yang cukup 

komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Nadeak et al., 2024; Kusumadewi 

& Sharon, 2022). Namun, implementasi 

regulasi tersebut masih menghadapi berbagai 

kendala, terutama dalam hal pengawasan dan 

penegakan hukum (Agustini et al., 2024). 

Patricia & Ariawan (2024); Shintiya et al., 

(2025) menyatakan bahwa lemahnya fungsi 

pengawasan menjadi salah satu faktor utama 

yang menyebabkan pelanggaran perlindungan 

konsumen masih sering terjadi. Selain itu, 

perkembangan teknologi digital juga 

memperluas ruang terjadinya praktik 

overclaim yang sulit diawasi oleh mekanisme 

konvensional, sehingga pengawasan terhadap 

overclaim menjadi tantangan besar di era 

digital (Pratama et al., 2025). 

Dengan demikian, diskrepansi antara 

klaim iklan dan kinerja produk merupakan 

fenomena multidimensional yang melibatkan 

aspek ekonomi, hukum, dan perilaku 

konsumen. Permasalahan ini tidak dapat 

diselesaikan hanya melalui pendekatan 

regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan 

kapasitas kelembagaan dan peningkatan 

kompetensi aparatur dalam melakukan 

pengawasan pasar. Oleh karena itu, diperlukan 

strategi yang komprehensif untuk mengurangi 

praktik overclaim serta meningkatkan 

efektivitas sistem perlindungan konsumen di 

Indonesia. 

Peran BPKN dalam Memperkuat 

Pengawasan Overclaim 

Fenomena diskrepansi antara klaim iklan 

dan kinerja produk merupakan isu sentral 

dalam perlindungan konsumen di era ekonomi 

digital (Masrukin et al., 2025; Andriani et al., 

2025). Iklan tidak lagi sekadar menyampaikan 

informasi, tetapi berfungsi sebagai alat 

persuasi yang membentuk ekspektasi 

konsumen terhadap suatu produk (Indrawan, 

2025; Kustika, 2025). Dalam banyak kasus, 

pelaku usaha menggunakan strategi overclaim 

dengan menyampaikan manfaat produk secara 

berlebihan tanpa didukung bukti empiris yang 

memadai (Renggani et al, 2025; Rahma E.A., 

2025; Fadilah et al., 2025). Kondisi ini 

menciptakan kesenjangan antara ekspektasi 

yang dibangun melalui iklan dan realitas yang 

diterima konsumen setelah penggunaan produk 

(Rahmawati & Permana, 2025). Dalam 

perspektif ekonomi informasi, kondisi ini 

dikenal sebagai asimetri informasi yang dapat 

menyebabkan kegagalan pasar (market failure) 

karena konsumen tidak memiliki informasi 

yang cukup untuk membuat keputusan rasional 

(Lubis, 2024; Loza et al., 2023). 

BPKN memiliki peran strategis dalam 

sistem perlindungan konsumen di Indonesia 
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(Damari & Damayanti, 2025), khususnya 

dalam merespons fenomena overclaim dalam 

iklan dan ketidaksesuaian kinerja produk. 

BPKN dibentuk sebagai lembaga independen 

yang berfungsi memberikan saran dan 

rekomendasi kebijakan kepada pemerintah 

serta melakukan advokasi terhadap 

kepentingan konsumen (Pantouw, 2016). 

Dalam konteks ini, BPKN berperan sebagai 

penghubung antara pemerintah, pelaku usaha, 

dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem 

pasar yang adil dan transparan (Masri et al., 

2023; Wirani, 2025).  

Rusdi et al., (2022) menjelaskan BPKN, 

sesuai Undang-undang No. 8 tahun 1999 

tentang Perlidnugna Konsumen, memiliki 

fungsi strategis dalam sistem perlindungan 

konsumen, meliputi pemberian saran dan 

rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, 

pelaksanaan penelitian dan pengkajian 

regulasi, serta pengujian barang dan/atau jasa 

yang berkaitan dengan keselamatan konsumen. 

Selain itu, BPKN berperan dalam mendorong 

perkembangan lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat, 

menyebarluaskan informasi dan edukasi 

kepada publik, menerima serta 

menindaklanjuti pengaduan konsumen, serta 

melakukan survei untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dan kondisi konsumen di 

masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi 

pengawasan BPKN, menurut 

Taufikkurrahman, (2016), menjadi krusial 

dalam memastikan bahwa informasi yang 

disampaikan pelaku usaha tidak menyimpang 

dari kondisi nyata produk atau jasa yang 

ditawarkan.S 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

Diskrepansi antara klaim iklan dan kinerja 

produk merupakan fenomena 

multidimensional yang berdampak pada aspek 

ekonomi, sosial, dan psikologis konsumen. 

Praktik misleading advertising dan overclaim 

terbukti meningkatkan ekspektasi yang tidak 

realistis, sehingga berujung pada 

ketidakpuasan, penurunan kepercayaan, serta 

distorsi keputusan pembelian. Dalam 

perspektif ekonomi informasi, kondisi ini 

mencerminkan adanya asimetri informasi yang 

memicu kegagalan pasar. Meskipun Indonesia 

telah memiliki kerangka regulasi yang 

memadai, implementasi perlindungan 

konsumen masih menghadapi kendala, 

terutama pada lemahnya fungsi pengawasan 

dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, 

peran BPKN menjadi sangat penting sebagai 

lembaga yang menjalankan fungsi 

pengawasan, advokasi, serta rekomendasi 

kebijakan untuk menjamin transparansi dan 

keadilan pasar. 

Penelitian ini menekankan pentingnya 

penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya 

BPKN, melalui pemanfaatan teknologi digital 

dalam sistem pengawasan pasar berbasis data. 

Selain itu, diperlukan peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia dalam analisis risiko 

produk dan pengawasan iklan digital. Dari sisi 

akademik, penelitian lanjutan perlu 

mengembangkan model integratif antara 

perilaku konsumen, regulasi, dan pengawasan 

pasar berbasis teknologi. Secara praktis, 

diperlukan inovasi kebijakan yang adaptif dan 

kolaboratif antar lembaga guna menciptakan 

sistem perlindungan konsumen yang responsif 

terhadap dinamika ekonomi digital serta 

mampu meminimalkan praktik overclaim di 

pasar. 
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